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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

Pada umumnya audit merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok/lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengavaluasi atau mengukur lembaga/perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan, untuk kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.1 Pengertian Auditing


Menurut Mulyadi dalam buku “Auditing”, mendefinisikan auditing sebagai berikut :

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

   (2002:9)

Sedangkan pengertian Audit menurut Henry Semamora dalam buku berjudul “Audit” adalah sebagai berikut :

“Suatu proses sistematik pencarian dan pengevaluasian secara objektif bukti mengenai asersi tentang peristiwa dan tindakan ekonomik untuk meningkatkan kadar kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.


   (2002:4)
2.1.1.2 Tujuan Audit

Menurut Abdul Halim dalam buku “Auditing, Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan” menyatakan bahwa tujuan audit adalah :

“Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum”.


  (2003:147)

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta dalam buku “Auditing dan Pelayanan Verifikasi”, terdapat dua tujuan spesifik audit yaitu:

“1.
Tujuan umum berkait – saldo

berikut ini akan dibahas secara singkat mengenai tujuan audit umum berkait – saldo :

a. Eksistensi


Tujuan ini menyangkut apakah angka-angka dimasukan dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukan.

b. Kelengkapan

Tujuan ini menyangkut apakah semua angka –angka yang seharusnya dimasukan memang diikutsertakan secara lengkap.


c. Akurasi

Tujuan akurasi mengacu ke jumlah yang dimasukan dengan jumlah yang benar.

d. Klasifikasi

Klasifikasi digunakan untuk menujukan apakah setiap pos dalam daftar klien telah dimasukan dalam akun yang benar.

e. Pisah batas

Tujuan menguji pisah batas adalah untuk memutuskan apakah transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat.

f. Kecocokan rincian

Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa rincian dalam daftar memang dibuat dengan akurat, dijumlahkan secara benar, dan sesuai dengan buku besar.

g. Nilai realisasi

Tujuan ini berkaitan dengan apakah satu satu saldo akun telah dikurangi untuk penurunan dari biaya historis menjadi nilai realisasi.

h. Hak dan kewaijiban

Tujuan ini merupakan cara auditor untuk memenuhi asersi mengenai hak dan kewajiban.

i. Penyajian dan pengungkapan

Untuk mencapai tujuan penyajian dan pengungkapan, auditor melakukan pengujian untuk meyakinkan bahwa semua akun neraca dan laporan laba rugi serta informasi yang berkaitan telah disajikan dengan benar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan pantas dalam isi catatan kaki laporan itu.

2. Tujuan audit umum berkait – transaksi

a. Eksistensi

Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang dicatat secara actual memang terjadi.


b. Kelengkapan

Tujuan ini menyangkut apakah seluruh transaksi yang seharusnya ada dalam jurnal, secara actual telah dimasukan.


c. Akurasi

Tujuan ini menyangkut keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi.

d. Klasifikasi

Transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat.

e. Saat pencatatan

Kesalahan saat pencatatan terjadi jika transaksi tidak dicatat pada tanggal transaksi terjadi.

f. Posting Pengikhtisaran

Transaksi yang tercatat secara tepat dimasukan dalam berkas induk dan  diikhtisarkan dengan benar”.


 (2003:218-223)

2.1.1.3 Jenis-Jenis Audit

Menurut Mulyadi dalam buku “Auditing” audit umumnya digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:

“1.
Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Financial)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap  laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuainnya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit, laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur dan Kantor Pelayanan Pajak.
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 

3. Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional merupakan review secara sisiematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungan dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil pemeriksaan audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut”.


      (2002 :30)
2.1.1.4
Auditor Independen

Menurut Mulyadi dalam buku “Auditing”, mengemukakan bahwa:

“Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis, yang menyediakan jasa audit atas dasar standar yang tercantum dalam standar profesional akuntan publik”.


       (2002:52)

Sedangkan pengertian auditor independen menurut Kell dan Boyton dalam buku “Modern Auditing” mengemukakan bahwa :

“Independent auditor are either individual practitioners or members of public accounting firms who render professional auditing service to client”

(2001 : 7)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditor independen merupakan praktisi perseorangan atau anggota dari suatu kantor akuntan publik yang hanya melaksanakan penugasan audit ata s laporan keuangan historis yang sesuai dengan standar audit yang berlaku.
2.1.1.5 Akuntan Publik
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Profesional Akuntan Publik” Akuntan Publik adalah:

“Akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang  berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik”


 (2001:20000.1)


Sedangkan pengertian akuntan publik menurut Mulyadi dalam buku “Auditing”, mengemukakan bahwa :
"Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik” 

(2002 : 52)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah akuntan akuntan yang memiliki ijin dari Menteri keuangan dan bekerja di kantor akuntan publik yang dapat mengerjakan berbagai penugasan dengan berbagai jenis jasa seperti jasa audi atas laporan keuangan, jasa atesasi atas laporan keuangan prospektif, jasa akuntan dan review, dan jasa konsultasi.
2.1.2 Kode Etik

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta  dalam buku “Auditing dan Pelayanan Verifikasi”, menyatakan bahwa:

“Kode etik merupakan standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan”.


  (2003:120)


Sedangkan pengertian kode etik menurut Carmichael, Willingham dan Schaller dalam buku “Auditing Concept and Method”, mengemukakan bahwa :

“Ethics are rules designed to maintain a profession on a dignified to guide members in their relations with each orther, and to assure the public that the performance will maintain a high level of performance. Ethics are devided from fundamental values, many of which are hold in common by all professional”.

(2001 : 28)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa etika merupakan aturan yang ditetapkan untuk melindungi profesi, untuk menentukan anggota dalam berhubungan dengan sesama anggota, dan memberikan jaminan bahwa profesi akan memberikan hasil kinerjanya yang tinggi.
Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa etika profesional merupakan prinsip moral yang menjukkan perilaku yang baik dan yang buruk yang bersangkutan dengan suatu profesi.

2.1.2.1 Tujuan Kode Etik

Etika dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata yaitu Ethos yang berarti kebiasaan atau adat, dan Etikhos yang berarti perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam bertingkah laku.
Tujuan audit Menurut Sriwahjoeni dan M. Gudono dalam “Jurnal Riset Akuntansi Indonesia”, adalah sebagai berikut :

“Tujuan kode etik adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi akuntan”.


(2000 : 170)

2.1.2.2
Kode Etik Akuntan Indonesia Sebagai Landasan Dasar Bagi Auditor Independen


Setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasa-jasanya itu. Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.


Menurut Peraturan Standar Akuntan Publik Kode Etik Akuntan Indonesia dibagi dalam sembilan bagian yang dikutip oleh Mulyadi dalam buku “Auditing”, sebagai berikut :

“ 1.
Pembukaan.

2.
Bab I Kepribadian.

3.
Bab II Kecakapan Profesional.

4.
Bab III Tanggung Jawab.

5.
Bab IV Ketentuan Khusus.

6.
Bab V Pelaksanaan Kode Etik.

7.
Bab VI Suplemen dan Penyempurnaan Kode Etik.

8.
Bab VII Penutup.

9.
Bab VIII Pengesahan”.

 (2002:51)


Adapun penjelasan dari bagian-bagian Kode Etik Akuntan Indonesia diuraikan sebagai berikut :

· Pembukaan

Kode Etik Akuntan Indonesia diawali dengan pembukaan yang berisi latar belakang diperlukannya kode etik bagi profesi akuntan Indonesia dan definisi kode etik. Latar belakang diperlukannya kode etik bagi profesi akuntan Indonesia disebutkan berikut ini :

1. Setiap manusia menyediakan jasa berdasarkan pengetahuan dan keahliannya kepada masyarakat sehingga harus memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat tersebut.

2. Undang-undang No. 34 tahun 1954 dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian memadai. Dengan demikian dalam menjalankan pekerjaannya, akuntan harus mengutamakan kepentingan masyarakat pemakai jasanya. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan mengeluarkan SK Nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik.

Dalam pembukaan didefinisikan kode etik sebagai pedoman bagi para anggota Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab.

· Kepribadian

Dalam Bab I kepribadian mencantumkan dua pasal yang mengatur :

1. Kewajaran semua Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menjaga nama baik profesi dan menjungjung tinggi anggota etika profesi serta hukum yang berlaku ditempat anggota menjalankan profesinya.

2. Kewajiban semua anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya.

· Kecakapan Profesional

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia Bab II kecakapan professional mencantumkan dua pasal, pasal 2 dalam kode etik mengatur :

1. Kewajiban bagi setiap anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan standar professional yang berlaku bagi pekerjaanya tersebut.

2. Kewajiban bagi setiap anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengikat orang-orang lain yang bekerja dalam pelaksanaan tugas profesionalnya untuk memenuhi Kode Etik Akuntan Indonesia.

3. Kewajiban bagi setiap anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk senantiasa meningkatkan kecakapan professional.

4. Kewajiban untuk menolak setiap penugasan yang tidak sesuai dengan kecakapan profesionalnya.

Pasal 3 Kode Etik Akuntan Indonesia berisi larangan bagi anggota Ikatan Akuntan indonesia (IAI) yang tidak bekerja sebagai akuntan publik untuk memberikan pernyataan pendapat atau asersi yang dibuat oleh pihak lain, kecuali bagi akuntan pemerintah yang menurut perundang-undangan yang berlaku harus memberikan pernyataan pendapat akuntan.
· Tanggung Jawab

Dua tanggung jawab yang harus dipikul oleh akuntan publik dalam menjalankan tugas profesionalnya :

1. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Menjaga  mutu pekerjaan profesionalnya.

Informasi yang diperoleh akuntan publik selama ia menjalankan penugasannya tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga, kecuali atas izin kliennya. Namun jika hukum atau negara menghendaki akuntan publik mengungkapkan informasi yang diperolehnya selama penugasannya, akuntan publik berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari kliennya. Akuntan publik bertanggung jawab atas dipatuhinya pasal ini oleh staf dan karyawan yang bekerja di kantornya.

Setiap akuntan publik harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan pelaksanaan tugasnya. Ia tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain pada saat bersamaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan objektivitas atau ketidakkonsistenan dalam pekerjaanya.

· Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus dalam Kode Etik Akuntan Indonesia berisi pasal yang mengatur perilaku anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berpraktik sebagai akuntan publik.

Dari pasal 6 Kode Etik Akuntan Indonesia, akuntan publik diharuskan untuk :

1. Mempertahankan sikap independen.

2. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku.

3. Memberikan penjelasan yang cukup mengenai tujuan pembubuhan tanda tangan dalam laporan yang dibuat sebagai hasil pelaksanaan penugasannya.

4. Menugaskan bahwa ia tidak menjamin terwujudnya ramalan atau proyeksi, jika ia melaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan ramalan atau proyeksi.

5. Memelihara hubungan baik dengan rekan seprofesi. Hal ini terutama berlaku bila ia menggantikan atau digantikan oleh rekan seprofesinya atau bila ada kebutuhan kerjasama.

Pasal 6 Kode Etik Akuntan Indonesia berisi berbagai larangan bagi akuntan publik :

1. Auditor dilarang menerima fee selain audit fee dalam penugasan audit atas laporan keuangan. Disamping itu, auditor dilarang menetapkan audit fee-nya berdasarkan jenis pendapat yang diberikan oleh auditor atas laporan kliennya.

2. Auditor dilarang memberi saran atau pandangan mengenai masalah akuntansi atau masalah audit kepada orang atau badan yang sedang diaudit oleh auditor lain tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan auditor yang bersangkutan.

3. Akuntan publik dilarang mengiklankan atau mengizinkan orang lain untuk mengiklankan nama atau jasa yang diberikannya, kecuali iklan yang bersifat pemberitahuan.

4. Akuntan publik dilarang memberikan fee dalam bentuk apa pun kepada pihak yang secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penugasan, dalam usaha memperoleh penugasan tersebut.
· Pelaksanaan Kode Etik

Pasal 7 Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur pelaksanaan etika profesi ini :

1. Setiap anggota wajib menghayati dan mengamalkan kode etik ini dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara perorangan maupun bersama dengan rekan anggota lain.

2. Setiap anggota harus selalu berusaha untuk saling mengingatkan sesama anggota terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis.

3. Setiap anggota harus meminta petunjuk dari Komite Kode Etik Akuntan Indonesia, dalam hal adanya masalah yang tidak jelas pengaturannya.

4. Setiap anggota harus melaporkan setiap tindakan yang melanggar kode etik ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pengawasan kepatuhan dan penilaian pelaksanaan kode etik oleh akuntan publik dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu : Badan Pengawasan Profesi dan Dewan Pertimbangan Profesi.

6. Jika atas keputusan sanksi yang dijatuhkan oleh Badan Pengawas Profesi, akuntan publik yang terkena sanksi mengajukan banding, maka kasus ini kemudian ditangani oleh lembaga banding.

7. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Profesi dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran kode etik, berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, sebagaiman diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1996 pasal 2. Dewan Pertimbangan Profesi Ikatan Akuntan Indonesia bertindak atas dasar pengaduan tertulis mengenai pelanggaran Kode Etik Akuntan Indonesia atas permintaan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia.

· Suplemen dan Penyempurnaan Kode Etik

Adanya penyimpangan atau kesulitan penerapan pasal-pasal yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia tidak dapat dihindari oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan dari anggota IAI maupun masyarakat mengenai Pelaksanaan Kode Etik ditampung oleh Komite Kode Etik IAI, dan setelah melalui proses tertentu, komite ini menerbitkan tafsiran resmi kode etik. Tafsiran resmi ini belum bersifat mengikat anggota IAI, tetapi akuntan publik akan menemui kesulitan bila ia mencoba menyimpang dari tafsiran resmi yang telah diterbitkan oleh Komite Kode Etik IAI. Penyempurnaan  Kode Etik Akuntan Indonesia dilakukan oleh Kongres Ikatan Akuntan Indonesia.


Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (2001 : 20000.iii), prinsip etika profesi IAI oleh Kompartemen Akuntan Publik dijabarkan kedalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Aturan etika ini secara khusus ditujukan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota Kompartemen Akuntan Publik, penjelasannya adalah sebagai berikut :

ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK

KETERTERAPAN (APPLICABILITI)


Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). 


Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya atas aturan etika oleh anggota KAP. 

DEFINISI / PENGERTIAN


Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang memperkerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI-KAP atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang memperkerjakan anggota.


Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya,bila, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas suatu periode tertentu sesuatu prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.


Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam estándar atestasi dalam perikatan atestasi, dalam surat pemberitahuan tahun pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.


Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuatu dengan peraturan perundang-undangan yang berurusan dibidang pemberi jasa profesional dalam praktik akuntan.


Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah warga organisasi profesi akuntan indonesia yang diakuti pemerintah.


Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Indonesia (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik.

Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.


Anggota Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.


Auditor adalah anggota akuntan publik yang bekerja dalam bagian pemeriksaan.


Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabatan yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.


Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi atau review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.
100 INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS
101 Independensi


Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in-fact) maupun dalam penampilan (in-appearance).

102 Integritas dan Objektivitas


Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus  mempertahankan integritas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflicto of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

200 STANDAR UMUM DAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI

201 Standar Umum


Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interprestasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI :

a. Kompetensi profesional, Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secra layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompentensi profesional.

b. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

c. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

d. Data revelan yang memadai. Anggota KAP memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. 

202 Kepatuhan terhadap Standar


Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, kompilasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

203 Prinsip-prinsip Akuntansi

Anggota KAP tiak diperkenankan :

1 Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan laian suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2 Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan keuangan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat menunjukan bahwaa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan peyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktik), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

300 TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN 

301 Informasi Klien yang Rahasia


Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien tentang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.


Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :

1) Menentukan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.

2) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan pertauran yang berlaku.

3) Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI.

4) Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota. 

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas, tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir 4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir 3) di atas.
302 Fee Profesional

A. Besaran Fee

Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung pada: resiko penugasan,kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.
B. Kontijen  

Fee kontijen adalah fee yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee  dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal ini perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kotijen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

400 TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI

401 Tanggung jawab kepada rekan seprofesi


Anggota wajib memelihara citra prfesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

402 komunikasi antar akuntan publik


Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.


Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk oleh klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

500 TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN

501 Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan


Anggota tidak memperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencerminkan profesi.

5002 Iklan, promosi atau kegiatan pemasaran lainnya

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

503 Komisi dan Fee Referal

A. Komisi


Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang yang diberikan kepada atau diterima dari pihak klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

B. Fee Referal (Rujukan)


Fee Referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesame penyedia jasa professional akuntan public. Fee referral (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesame profesi.

504 Bentuk Organisasi dan KAP


Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang dizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan mendiskreditkan citra profesi.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF


Aturan etika berlaku efektif mulai tanggal 5 Mei 2000. 

2.1.3 Efektivitas

Menurut Anthony, Dearden, Bedford yang diterjemahkan oleh Agus Maulana, dalam buku “Sistem Pengendalian Manajemen”, menyatakan bahwa :

“Efektivitas diartikan sebagai kemampuan satu unit untuk mencapai tujuan yang dinginkan”.


 (2002:12)
Sedangkan efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yang diakses pada tanggal 26 Nov 2008, menjelaskan bahwa :

“Efektivitas adalah melakukan usaha atau hal yang benar dan berhasil pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang untuk mencapai tujuan”.

(www.kbbi.web.id)
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas berkaitan dengan tujuan, dalam hal ini apabila tujuan pelaksanaan kode etik yang telah ditetapkan sebagai pedoman atau acuan bagi akuntan publik dapat terlaksana dengan baik maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan audit tersebut efektif, tetapi  jika pelaksanaan kode etik tidak dapat terlaksana dengan baik maka pelaksanaan audit tersebut tidak efektif.
2.1.4 Pelaksanaan Audit

Menurut Mulyadi dalam buku “Auditing” menyatakan bahwa setidaknya, auditor independen harus menempuh empat tahap pada saat melaksanakan audit laporan keuangan. Keempat tahap tersebut adalah :

“ 1.
Penerimaan perikatan audit.

2.
Perencanaan audit.

3.
Pelaksanaan pengujian audit.

4.
Pelaporan audit”.

(2002 : 121)

Berdasarkan uraian diatas, langkah-langkah tersebut perlu diketahui agar para auditor dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan setiap tahap diatas tidak lepas dari standar auditing karena standar auditing merupakan kriteria dasar pelaksanaan tanggung jawab auditor.

2.1.4.1
Penerimaan Perikatan Audit


Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya.  langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk menerima atau menghentikan perikatan audit dari klien. 


Dalam memutuskan apakah suatu perikatan audit dapat diterima atau ditolak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari enam tahap berikut ini :

1. Mengevaluasi integritas manajemen



Untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integrasi manajemen, agar auditor mendapat keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integrasi manajemen. Cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integrasi manajemen adalah

a. Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu.

b. Meminta keterangan kepada pihak ketiga.

c. Melakukan review terhadap pengalaman auditor dimasa lalu berhubungan dengan klien yang bersangkutan.
2. Mengindentifikasi keadaan khusus dan luar biasa


Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan resiko luar biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara :

a. Mengidentifikasi pemakaian laporan audit.

b. Mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan.

c. Mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien di audit.

3. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit

Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk melaksanakan perikatan tersebut, sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pertimbangan tersebut dilakukan dengan cara :

a. Mengidentifikasi anggota kunci tim.

b. Mempertimbangkan perlunya mencari bantuan dari spesialis dalam pelaksanaan audit.

4. Menilai independensi auditor


Pelaksanaan audit atas laporan keuangan harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kantor akuntan publik diharuskan untuk mengikuti beberapa praktik untuk meningkatkan independensi dari semua personelnya.

5. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dalam kecermatan dan keseksamaan


Dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan suatu perikatan audit, auditor harus mempertimbangkan apakah ia dapat melaksanakan audit dan menyusun laporan auditnya secara cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran profesional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit.

6. Membuat surat perikatan audit


Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mengdokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh auditor. Bagi auditor manapun kliennya berkepentingan terhadap surat perikatan audit didokumentasikan, sehingga dapat dicegah terjadinya kesalahpahaman yang mungkin timbul antara auditor dengan kliennya.

2.1.4.2 Perencanaan Audit

Langkah-langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah perencanaan audit dan anggaran audit. Ada delapan tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam melaksanakan auditnya :
1. Mamahami bisinis dan industri klien


Pemahaman yang dalam mengenai bisnis klien dan industri klien serta bagaimana perusahaan itu beropersi adalah hal yang penting untuk dapat dilakukannya audit. Terdapat alasan mengapa diperlukan pemahaman yang baik atas industri klien, yaitu :

a. Banyak industri mempunyai aturan akuntansi yang khas yang harus dipahami untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Auditor sering dapat mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi penetepan risiko audit yang dapat diterima atau bahkan mengaudit perusahaan dalam industri tersebut dapat dibenarkan.

c. Akhirnya, terdapat risiko bawaan yang pada hakekatnya sama bagi seluruh klien dalam industri tersebut.

2. Melaksanakan prosedur analitik


Prosedur analitik meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau ratio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan prosedur analitik dalam perencanaan audit adalah untuk membantu perencanaan sifat, saat dan luas prosedur audit yang akan digunakan digunakan untuk memperoleh bukti tentang saldo akun atau jenis transaksi tertentu. Prosedur analitik dilaksanakan melalui tahapan berikut ini :
a. Mengidentifikasi perhitungan.
b. Mengembangkan harapan.
c. Melaksanakan perhitungan/perbandingan.

d. Menganalisa data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan.
e. Menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut.

f. Menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit.

3. Mempertimbangkan materialitas awal


Pada tahap pencanaan audit, auditor perlu mempertimbangkan materialitas awal pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Materialitas awal pada tingkat laporan keuangan perlu ditetapkan oleh auditor karena pendapat auditor atas kewajaran laporan  keuangan diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Materialitas awal pada tingkat saldo akun ditentukan oleh auditor pada tahap perencanaan audit  karena untuk mencapai kesimpulan tentang kewajaran laporan keuangan sebagai keseluruhan, auditor perlu melakukan verifikasi saldo akun.

4. Mempertimbangkan resiko bawaan


Sejak perencanaan audit sampai dengan penerbitan laporan audit, auditor harus mempertimbangkan berbagai macam resiko.


Pada tahap perencanaan audit, auditor harus mempertimbangakan resiko bawaan (inherent risk)  suatu resiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang saldo akun. Pada tahap pemahaman dan pengujian pengendalian intern, auditor harus mempertimbangkan risiko pengendalian (control risk) suatu resiko yang tidak dapat dicegahnya salah saji material dalam suatu saldo akun atau asersi tentang suatu saldo akun oleh pengendalian intern. Pada tahap pelaksanaan pengujian substantif, auditor harus mempertimbangkan risiko deteksi (detection risk) suatu resiko tidak tiditeksinya salah saji material dalam suatu saldo akun atau asersi tentang suatu saldo akun oleh prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Pada tahap akhir penerbitan laporan audit, audit harus mempertimbangkan risiko audit (auditing risk) suatu resiko kegagalan auditor dalam memodifikasi pendapatnya atas laporan keuangan yang secara material disajikan salah. 

5. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan audit merupakan audit tahun pertama


Auditor harus menentukan bahwa saldo awal yang menceminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan. Bila terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi dan penerapannya, auditor harus memperoleh kepastian bahwa perubahan tersebut memang semestinya dilakukan dan dipertanggungjawabkan serta diungkapkan.


Sifat dan lingkup audit yang harus diperoleh auditor berkenaan dengan saldo awal tergantung pada :

a. Kebijakan akuntansi yang dipakai oleh entitas yang bersangkutan.

b. Apakah laporan keuangan entitas tahun sebelumnya telah diaudit, dan jika demikian, apakah pendapat auditor atas laporan keuangan tersebut berupa pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian.

c. Sifat akun dan resiko salah saji dalam laporan keuangan tahun berjalan.

6. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan


Karena adanya hubungan antara tingkat materialitas, risiko audit dan bukti audit, auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit atas asersi individual atau sekelompok asersi.


Dalam mengembangkan strategi audit awal untuk suatu asersi, auditor menetapkan unsur-unsur berikut ini :

a. Tingkat resiko pengendalian taksiran yang direncanakan.

b. Luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh.

c. Pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menafsir resiko pengendalian.

d. Tingkat pengujian substantif yang direncankan untuk mengurangi risiko audit ketingkat yang cukup rendah.

7. Me-review informasi yang berhubungan dengan kewajiban legal klien


Pengujian laporan keuangan secara wajar yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia mewajibkan klien untuk melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah dan perjanjian-perjanjian legal yang lain. Jika material, informasi mengenai legal klien, harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Sebelum memulai verifikasi dan analisis terhadap transaksi dan akun tertentu, auditor perlu memahami kewajiban-kewajiban legal dan perjanjian-perjanjian yang menyangkut klien. Informasi tersebut tercantum dalam dokumen-dokumen berikut ini:

a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

b. Perjanjian persekutuan.

c. Notulen rapat direksi dan pemegang saham.

d. Kontrak.

e. Peraturan-peraturan pemerintah yang secara langsung menyangkut perusahaan klien.

f. Arsip korespondensi.

8. Memahami pengendalian intern

Salah satu tipe bukti yang dikumpulkan oleh auditor adalah pengendalian intern. Jika auditor yakin bahwa klien telah memiliki pengendalian intern yang baik, yang meliputi pengendalian terhadap penyediaan data yang dapat dipercaya dan penjagaan kekayaan serta catatan akuntansi, jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor akan jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan keadaan pengendalian internnya yang buruk.


Langkah pertama dalam memahami pengendalian intern klien adalah dengan mempelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku.


Langkah berikutnya adalah melakukan penelitian terhadap afektivitas pengendalian intern dengan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern tersebut. Jika auditor telah mengetahui bahwa pengendalian intern klien dibidang tertentu adalah akurat, maka ia akan mempercayai informasi keuangan yang dihasilkan.

2.1.4.3 Pelaksanaan Pengujian

Dalam audit, auditor melakukan berbagai macam pengujian (test), yang secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Pengujian analitik (analytical test)

Pengujian ini dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses audit dan pada tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Pada tahap awal proses audit, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit yang lebih intensif .sebelum seorang auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam terhadap objek audit, ia harus memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perusahaan yang diaudit. Untuk itu, dilakukan analisis ratio, analisis laba bruto, analisis terhadap laporan keuangan perbandingan.
2. Pengujian pengendalian (test of control)


Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian terutama ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai :

a. Frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan.

b. Mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut.

c. Karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut.

3. Pengujian substantif


Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajiban penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter yang terdapat dalam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi karena kesalahan dalam :

a. Penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

b. Tidak diterapkannya prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

c. Ketidakkonsistenan dalam penerapan prisnsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

d. Ketidaktepatan pisah batas (cutt off) pencatatan transaksi

e. Perhitungan (penambahan, pengurangan, pengendalian,  dan pembagian)

f. Pekerjaan penyalinan, penggolongan dan peringkasan informasi.

g. Pencantuman pengungukapan (disclosure) unsur tertentu dalam laporan keuangan.

2.1.4.5 Pelaporan Audit

Pada tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan adalah pelaporan audit. Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke “standar pelaporan”. Ada dua langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit, yaitu :

1. Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan.


Setelah semua prosedur audit yang diperlukan selesai dilaksanakan, auditor perlu menggabungkan informasi yang dihasilkan melalui berbagai sumber audit tersebut untuk menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses ini sangat subjektif sifatnya, yang sangat tergantung pada pertimbangan profesional auditor.
2. Menerbitkan laporan audit


Akhir proses audit adalah penyajian laporan audit (audit report) yang berisi penyataan pendapat atau pernyataan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Jenis laporan audit yang diterbitkan tergantung kepada bahan bukti yang dikumpulkan dan temuan audit. Tipe pokok laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor adalah :

a. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian.

b. Laporan yang berisi pendapat wajat tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan.

c. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian.

d. Laporan yang berisi pendapat tidak wajar.

e. Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat.

2.1.5 Pengaruh Pelaksanaan Kode Etik Akuntan Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit

Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri atas klien pemberi kredit, pemerintah, pemberian kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung pada informasi keuangan yang dapat diandalkan dan terpercaya sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan guna meningkatkan kepercayaan pemakai jasa profesi akuntan sebagaimana layaknya yang mereka harapkan, maka perlu adanya pelaksanaan yang baik terhadap kode etik akuntan. 

Dalam Kongres Akuntan Sedunia dengan tema “ Kredibilitas Profesi sedang Dipertaruhkan” yang dikutip oleh Media Akuntansi  menjelaskan bahwa :

“Organisasi profesional seperti akuntan berkepentingan untuk mempunyai kode etik dan melihat bahwa kode etik yang merupakan aturan perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit”


 (2003:10)


Secara teknis operasional apabila Akuntan Publik dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan atau kode etik maka efektivitas pelaksanaan audit dapat tercapai, namun untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut perlu didukung oleh kepribadian dan sikap mental yang baik dari para auditor, ketentuan untuk mengatur sikap mental dan moral tersebut adalah kode etik bagi akuntan publik  dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu faktor yang penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeriksaan dilapangan. Apabila pelaksanaan kode akuntan positif, diharapkan auditor dapat berperilaku sesuai dengan kode etik sehingga pelaksaan audit dapat berjalan efektif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan berkembanganya dunia usaha maka permasalahan yang harus dihadapi akan semakin kompleks. Oleh karena itu, akuntan publik sebagai salah satu profesi yang diandalkan dalam dunia usaha. Guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemakai jasa profesi akuntan sebagaimana layaknya yang mereka harapkan, maka perlu adanya pelaksanaan kode etik akuntan yang baik.

dede

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Profesional Akuntan Publik” Akuntan Publik adalah:

“Akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang  berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik”


 (2001:20000.1)


Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Tim Dejacarta  dalam buku “Auditing dan Pelayanan Verifikasi”, menyatakan bahwa:

“Kode etik merupakan standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan”.

  (2003:120)


Dengan demikian kode etik merupakan aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur perilaku yang harus dipatuhi.

Menurut International Federation of Accountants (IFAC) yang dikutip oleh Media Akuntansi, menghimbau agar akuntan memahami aturan profesi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, ada tiga hal yang harus diakui keberadaan aturan profesi oleh akuntan pada saat ini yaitu :

“ 1.
Kita mengetahui kebutuhan agar bekerja sesuai dengan hukum dan kode etik.

2.
Kita mengetahui harus selalu menerapkan standar yang kita miliki.

3.
Kita mengetahui bahwa pihak-pihak lain selalu mengawasi pekerjaan yang kita lakukan”.


(2000:4)

Menurut Mulyadi dalam buku “Auditing”, mendefinisikan auditing sebagai berikut :

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.


   (2002:9)

Menurut Anthony, Dearden, Bedford yang diterjemahkan oleh Agus Maulana, dalam buku “Sistem Pengendalian Manajemen”, menyatakan bahwa :

“Efektivitas diartikan sebagai kemampuan satu unit untuk mencapai tujuan yang dinginkan”.


    (2002:12)

Menurut Alvin A. Arens, dan James Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusup, dalam buku “Auditing suatu pendekatan” agar dikatakan efektif Pelaksaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik harus sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ada tiga bidang utama standar aturan yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :

“ 1.
Standar Auditing.

2.
Standar kompilasi dan penelaahan laporan keuangan.

3.
Kode Etik profesi”.

  
    (2000:15)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa standar auditing, standar komplikasi dan penelaahan laporan keuangan dan kode etik profesi merupakan standar aturan yang harus dipatuhi oleh akuntan publik dalam melaksanakan audit agar pelaksanaan audit berjalan dengan efektif.
Dari 

Menurut Mulyadi dalam buku “Auditing” menyatakan bahwa setidaknya, auditor independen harus menempuh empat tahap pada saat melaksanakan audit laporan keuangan. Keempat tahap tersebut adalah :

“ 1.
Penerimaan perikatan audit.

2.
Perencanaan audit.

3.
Pelaksanaan pengujian audit.
4.
Pelaporan audit”.

(2002 : 121)


Berdasarkan hasil uraian di atas, diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada akuntan publik dalam melaksanan proses auditing yaitu kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional meningkat jika akuntan publik mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi.


Dengan demikian, kepercayaan masyarakat umum, pemerintah dan dunia usaha atas cara-cara pelaporan akuntan dan nasehat-nasehat yang diberikannya ditentukan oleh keahlian, kebebasan bertindak dan berpikir, serta integritas moral para akuntan. Ketidakpercayaan masyarakat pada satu atau beberapa akuntan juga dapat merendahkan martabat profesi akuntan pada umumnya dan merugikan rekan-rekan akuntan lainnya. Oleh karena itu, organisasi profesional akuntan berkepentingan untuk mempunyai kode etik dan melihat bahwa kode etik yang merupakan aturan perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya dan seharusnya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit.


Berdasarkan uraian diatas, maka disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :


[image: image1]
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :
“Pelaksanaan Kode Etik Akuntan berpengaruh Terhadap Efektivitas pelaksanaan Audit”.
Akuntan Publik





pemahaman mengenai kode etik





Pelaksanaan Kode Etik





Kepribadian





Kecakapan Profesional





Tanggung jawab





Ketentuan Khusus





Pelaksanaan Kode Etik





Pelaksanaan Audit





Tahapan pelaksanaan audit :


Penerimaan Perakitan Audit


Perencanaan Audit


Pelaksanaan Pengujian


Pelaporan Audit





Hipotesis Penelitian :


Pelaksanaan Kode Etik Akuntan berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit








PAGE  

